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P U T U S A N

Nomor 3344/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã
kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara

Permohonan  Cerai  Talak  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah

menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 04 Februari 1957, agama Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  buruh  tani,  NIKXXX,  tempat

kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX  tempat  dan  tanggal  lahir,  Semarang  26  Maret  1967,  agama  Islam,

pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK. XXX

tempat  kediaman  di  XXX Kabupaten  Karang  Asem,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023

yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi  Nomor

3344/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 28 Juli 2023 pada pokoknya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada

tanggal  19  Juli  1984,  dan  dicatat  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah
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(PPN)  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  XXX  Kabupaten  Semarang,

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 Juli 1984;

2. Bahwa,  pada  saat  akad  nikah  dilaksanakan,  status  Pemohon  adalah

jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan;

3. Bahwa,  setelah  akad  nikah  Pemohon  dengan  Termohon,  bertempat

tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  rumah  milik  Pemohon  di

XXXKabupaten Banyuwangi selama 33 tahun 8 bulan;

4. Bahwa,  selama  perkawinan  berlangsung,  antara  Pemohon  dan

Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri,

dalam keadaan ba’daddukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

4.1 anak pertama XXX, perempuan, umur 33 tahun, sudah menikah;

4.2 anak kedua XXX, laki-laki,  lahir di  Semarang 29 Agustus 1995,

saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

keadaan  rukun  namun  sejak  bulan  Januari  2018  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  yang

disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama

XXX  yang  beralamatkan  di  Pekalongan,  hal  ini  Pemohon  ketahui  dari

handphone  Termohon  yang  berisikan  pesan  mesra  antara  Termohon

dengan  XXX,  kemudian  ketika  ditanya  oleh  Pemohon  Termohon  tidak

mengakuinya  dan berkata  itu  hanya bercanda antara  Termohon  dengan

XXX,  hal  ini  yang  membuat  Pemohon  kecewa  dan  tidak  mencintai

Termohon;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Maret 2018 Termohon

pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  pamit  kepada  Pemohon

yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun 4 bulan dan selama

itu sudah tidak ada hubungan lagi; 

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat

rukun  kembali  oleh  keluarga  Pemohon/Termohon,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

8. Bahwa,  Pemohon  tidak  mampu  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini, karena miskin;
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Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  Pemohon  mohon  dengan  hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi,  untuk berkenan memutuskan

sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (XXX)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  roj'i

terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

3. Membebaskan  kepada  Pemohon  dari  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau  jika  Pengadilan  Agama Banyuwangi  berpendapat  lain  Pemohon

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang  menghadap

ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana

relaas panggilan Nomor 3344/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 04 Agustus 2023 dan

10  Agustus  2023  yang  telah  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa   Majelis  Hakim  tetap berusaha  menasehati  Pemohon  agar

mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  akan  tetapi  tidak  berhasil,  kemudian

dibacakan  permohonan  Pemohon  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat: 

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXX tanggal  19  Juli  1984  yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX

Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1); 
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2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh

Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  12  Agustus  2012,  Bukti

surat  tersebut  telah  dinazegelen  dengan  bermeterai  cukup  dan  telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2); 

B. Bukti saksi:

1. XXX,umur  71  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

kediaman  di  XXX  Kabupaten  Banyuwangi,  di  bawah  sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah  kediaman  bersama  di  rumah  milik  Pemohon  di

XXXKabupaten Banyuwangi selama 33 tahun 8 bulan ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan

Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2018,

antara  Pemohon  dan  Termohon  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- bahwa  akibat  peristiwa  tersebut,  kemudian  Termohon  pergi

meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  yang  hingga  sekarang

telah berpisah selama 5 tahun 4 bulan;

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

berhubungan lagi ;

- bahwa  pihak  keluarga  Pemohon/Termohon  pernah  berusaha

mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX,umur  53  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

kediaman  di  XXX  Kabupaten  Banyuwangi,  di  bawah  sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
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- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah  kediaman  bersama  di  rumah  milik  Pemohon  di  XXX

Kabupaten Banyuwangi selama 33 tahun 8 bulan ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan

Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2018,

antara  Pemohon  dan  Termohon  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- bahwa  akibat  peristiwa  tersebut,  kemudian  Termohon  pergi

meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  yang  hingga  sekarang

telah berpisah selama 5 tahun 4 bulan;

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

berhubungan lagi ;

- bahwa  pihak  keluarga  Pemohon/Termohon  pernah  berusaha

mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon

untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di  muka sidang

tanpa  alasan  yang  sah,  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Termohon  harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan  Pemohon tersebut harus
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diperiksa  secara  verstek,  oleh  karena  itu  putusan  atas  perkara  ini  dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul

Qur'an juz II  halaman 405 yang telah diambil  alih sebagai  pendapat majelis

hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.}  kfY GjfBUã häb1
oi  kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; “Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  Islam  tetapi  tidak

menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan

gugurlah haknya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  permohonannya  mendalilkan

bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinan  dihadapan  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  XXX  Kabupaten  Semarang  dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Juli 1984, oleh karena itu Pemohon

memiliki  kepentingan hukum (legal  standing)  untuk  mengajukan Cerai  Talak

terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  Kutipan  Akta  Nikah  yang

merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermeterai  cukup  serta  cocok  dengan

aslinya,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2  berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk  (KTP)  atas  nama  XXX  membuktikan  bahwa  identitas  Pemohon

adalah  sesuai  dengan  identitas  Pemohon  dalam  surat  permohonannya

tertanggal  28 Juli 2023 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat

(1)  huruf  (a)  dan  Pasal  66  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7   Tentang
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Peradilan  Agama,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  perkara  ini  adalah

wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan

yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak  bulan Januari  2018  mulai

goyah,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Termohon  selingkuh  dengan  laki-laki  lain  yang  bernama  XXX  yang

beralamatkan  di  Pekalongan,  hal  ini  Pemohon  ketahui  dari  handphone

Termohon  yang  berisikan  pesan  mesra  antara  Termohon  dengan  XXX,

kemudian ketika ditanya oleh Pemohon Termohon tidak mengakuinya dan

berkata  itu  hanya  bercanda  antara  Termohon dengan  XXX,  hal  ini  yang

membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;

2. Akibat  dari  peristiwa  itu  Termohon  telah  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun 4

bulan  dan  selama  itu  pula  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang,  bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi  yang

telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  dan  keterangannya  saling

bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon

terutama  mengenai  perpisahan  Pemohon  dan  Termohon  selama  5  tahun  4

bulan;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi   Pemohon,  telah  memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-

alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri  dan didengar

sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena  itu  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

telah  terbukti  benar-benar  pecah  disebabkan  Termohon telah  pergi

meninggalkan  Pemohon selama  5  tahun  4  bulan  berturut-turut,  tidak  saling

komunikasi  lagi  serta  tidak  ada  harapan  rukun  dalam  rumah  tangga  yang

bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

للهَّ سَمِيعٌ علَيِ  لطلّقََٰ فإَنِّ  ِ عزََمُواْ  مٞوإَ ٱ ٱ ٢٢٧نۡ
Artinya:  Dan  jika  mereka  berazam  (berketapan  hati)  untuk  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang,  bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir  batin  antara

suami  dan  isteri  yang  sangat  luhur  dan  suci  (mitsaqan  ghalizhan)  yang

mempunyai  tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta

kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an

Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat

diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena  keduanya

sudah  tidak  saling  menyayangi,  bahkan terbukti  Termohon telah  pergi

meninggalkan  Pemohon selama  5  tahun  4  bulan,  tidak  pernah  pulang  dan

sudah  tidak  ada  saling  komunikasi  lagi,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak  mungkin untuk  dibina  lagi  dalam satu  keluarga yang

bahagia  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  kembali  sehingga  untuk

menghindari  madharat  (bahaya)  yang  lebih  besar  jalan  menuju  perceraian

sudah dapat ditempuh ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut

di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh

karenanya dapat dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Pemohon  di

atas,  maka  Majelis  Hakim dapat  mengizinkan  Pemohon  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan Putusan  Sela  tertanggal  16  Agustus

2023  Pemohon  telah  diberi  izin  untuk  berperkara  secara  cuma-cuma,  oleh

karenanya kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada Pemohon (XXX)  untuk  menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

4. Membebaskan kepada Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Banyuwangi  yang  dilangsungkan  pada  hari  ini  Rabu,

tanggal  16  Agustus  2023  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  29  Muharram

1445  Hijriyah,  oleh  kami  Drs.  Suyatman,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.

Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.  masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  dengan didampingi  Hakim Anggota

dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Drs. Hafiz, M.H. Drs. Suyatman, M.H. 

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. 

Panitera Pengganti,

                                                        Sumiyati, S.H. 

Perincian Biaya Perkara:
- Biaya Pendaftaran Rp  0,00
- Biaya Proses Rp  0,00
- Biaya Panggilan dan PNBP Rp  0,00
- Redaksi Rp  0,00
- M e t e r a i Rp  0,00
  J u m l a h Rp  0,00

( N I H I L )
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